
WALIKOTA MADIUN 

PERATURAN WAUKOTA MADIUN 

NOMOR 23 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKOTA MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2017 

TENTANG BIAYA PERJALANAN DINASJABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, 

PEGAWAI TIDAK TETAP, PE~AWAI BAOAN LAYANAN UMUM DAERAH 

DAN BIAVA AKOMODASI DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN 

Menimbang 

Mengingat 

WAUKOTA MADIUN, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan 

tugas dan penyesualan temadap ketersecliaan anggaran dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, asas 

kepatutan, asas kewaJaran dan transparansi, maka Peraturan 

Walikota Madlun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan 

Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Aparatur Slpil Negara, Pegawai lldak Tetap, Pegawal 

Badan Layanan Umum Daerah dan Biaya Akomodasi di 

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pertu dlubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perfu menetapkan Peraturan Walikot:a Madiun tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 

2017 tentang Blaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat 

Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Slpil Negara, 

Pegawai lldak Tetap, Pegawal Badan Layanan Umum Daerah dan 

Biaya Akomodasi di Ungkungan Pemerintah Kota Madiun ; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan 

Peraturan Perundang-undangan ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur Sipll 

Negara; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kall dlubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawal 

Negeri, dan Pegawai 1idak Tetap ; 

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Biaya 

Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakllan 

Rakyat Daerah, Aparatur Stpil Negara, Pegawal 1idak Tetap, 

Pegawai Badan Layanan Umum Oaerah dan Biaya Akomodasl di 

Ungkungan Pemerintah Kota Madlun ; 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WAUKOTA MADIUN NOMOR 15 

TAHUN 2017 TENTANG BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN 

BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, 

PEGAWAI SADAN LAVANAN UMUM DAERAH DAN BIAVA 

AKOMODASI DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN. 

Pasal J 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat 

Negara, Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, 

Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dan 

Biaya Akomodasl di Lingkungan Pemerlntah Kota Madiun, diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran V, Blaya Penginapan, kolom 5, huruf G : 

a. nomor urut 12, diubah sehingga berbunyi "1.268.000" ; 

b. nomor urut 17, diubah sehingga berbunyi "1.600.000". 

2. Ketentuan Lampiran VI, Uang Representatif : 

a. kolom 3, Walikota, diubah sehingga berbunyi "600.000"; 

b. kolom 4, Wakll Walikota, diubah sehingga berbunyi 

"600.000"; 

c. kolom 5, Ketua DPRD dan Sekretarls Daerah, dlubah 

sehingga berbunyl "400.000" ; 

d. kolom 6, Wakil Ketua DPRD, diubah sehingga berbunyi 

"350.000" ; 

e. kolom 7, Anggota DPRD dan Eselon lib, diubah sehlngga 

berbunyi "150.000". 

terhltung mulai tanggal 1 Oktober 2017. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint.ahkan pengundangan 

Peraturan Walikot.a ini dengan penempat.annya dalam Berit.a Daerah 

Kot.a Madiun. 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 29 September 2017 

WAUKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggal 29 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

Ors. MAIDI, SH. MM. M.Pd 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19610512 198803 1 010 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 
NOMOR 24 /G 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

~====- u.b. 
IAN HUKUM 

-s.;.~~i 
'l----:'.~ 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 


